
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2015-2016 
Masa Persidangan :  III 
Rapat Ke : 5 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum 
Dengan : 1.  Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)  
  2.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
  3.  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 
  4.  Ketua Asosiasi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Rabu, 13 Januari 2016 
Waktu :  Pukul 19.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : Mencari masukan terhadap calon anggota Ombudsman RI (ORI) 

masa jabatan 2016-2021 
Ketua Rapat :  Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  18 Anggota Komisi II DPR RI 

1. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA (Wakil Ketua/F-P.Gerindra) 
2. Dr. Wahidin Halim, M.Si (Wakil Ketua/F-PD) 
3. Ir. H. Lukman Edy, M.Si (Wakil Ketua/F-PKB) 
4. Diah Pitaloka, S.Sos/F-PDIP  
5. Tagore Abu Bakar/F-PDIP 
6. H. KRH. Henry Yosodiningrat /F-PDIP 
7. Arteria Dahlan/F-PDIP 
8. DR. Ir. Hetifah, M.PP/F-PG  
9. Dr. H. Azakin Solthan, M.Si/F-P.Gerindra 
10. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si/F-P.Gerindra 
11.  Endro Hermono/F-P.Gerindra 
12. H. Zulkifli Anwar/F-PD 
13. Ir. Fandi Utomo/F-PD 
14. Libert Kristo Ibo, S.Sos, SH, MH/F-PD 
15. Ir. H. Hari Kartana, MM, Ph.D.D.Sc/F-PD 
16. H. Sukiman. S.PD, MM/F-PAN 
17. Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si/F-PPP 
18. Dr. Rufinus Hotmaulana H, SH, MM, MH/F-P.Hanura 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada hari Rabu, 13 Januari 
2016 dibuka pada pukul 19.50 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, 
Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA  dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
  

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 
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B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan masukan terhadap calon 
anggota Ombudsman RI (ORI) masa jabatan 2016-2021.  
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan 
Publik (MP3), Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Asosiasi 
Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) untuk memberikan pemaparannya dan 
mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan 
masukan. 
 
 

II. CATATAN 

A. Koordinator Alainsi Pemantau Parlemen Indonesia: 
 
1. Koordinator Alainsi Pemantau Parlemen Indonesia menyampaikan bahwa panitia 

Seleksi calon anggota Ombudsman RI (ORI) masa jabatan 2016-2021 diduga 
tidak independen didalam menjalankan tugasnya dan melalaikan prinsip imparsial, 
Independen, kompeten dugaan tersebut terlihat dari hasil percakapan dalam group 
WA kawal seleksi ORI.  

2. Koordinator Alainsi Pemantau Parlemen Indonesia Menyampaikan hasil analisis 
terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pansel dalam meloloskan 
beberapa calon anggota ombudsman sebagaimana laporan yang telah 
disampaikan pada komisi II DPR RI. 

 
B. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3): 

 
1. Kami telah melakukan tracking kepada para calon anggota Ombudsman, namun 

karena ini berkaitan dengan data pribadi, maka kami ingin menyerahkannya 
langsung kepada pimpinan, diantaranya: 
a. Aspek Ketaatan Hukum ada 2 orang di duga melaporkan pencemaran nama 

baik dan KDRT 
b. Aspek Integritas, Mendukung kriminalisasi KPK 
c. Mengurus administrasi kependuduk tidak benar 
d. Penyelenggaran Negara namun tidak LHKPN 
e. Ada 3 calon yang memiliki kedekatan dengan Partai Politik 
f. 8 calon yang direkomendasikan, 7 calon dipertimbangkan, 3 calon ditolak 

 
2. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menyampaikan beberapa 

kriteria yang harus dimiliki oleh calon anggota Ombudsman RI  yaitu : 
 
a. Memiliki kapasitas membangun kelembagaan ORI khususnya pengelolaan 

keuangan sehingga pengelolaan keuangan ORI dapat opini WTP dari BPK 
b. Memiliki kapasitas menyelesaikan regulasi mekanisme ganti rugi pelayanan 

public dan ajudikasi khusus yang telah tertunda lama. 
c. Memiliki kapasitas pengelolaan pengaduan dan investigasi atas prakarsa 

sendiri 
d. Memiliki kapasitas meningkatkan kapasitas penyelenggaraan layanan  untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan public 
e. Memiliki kapasitas menjalin relasi denganmitra (K/L, Media dan Publik) 

sehingga rekomendasi yang diterbitkan ORI dapat dieksekusi. 
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C. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): 

 
1. Pada prinsipnya pokok pikiran sebagaimana teman-teman MP3 merupakan juga 

pendapat kami 
2. Kami pernah melaporkan maladministrai kementerian melalui Ombudsman dan 

mendapat respon serta penyelesaiannya dengan baik 
3. Kami kecewa, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan public, namun 

pengelolaan keuangannya tidak baik. 
4. Ombudsman di luar negeri, berwibawa dan setiap putusan dilaksanakan bukan 

semata karena dasar hukumnya melainkan karena sosok anggota ombudsmannya 
memiliki intergitas dan moral yang tinggi sehingga berwibawa dan disegani 
sehingga putusan-putusannya dipatuhi. 

5. Kami berharap calon yang terpilih terbebas dari politik praktis. 
 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 21.50 WIB. 
 

 

 

 

 

 

       Jakarta, 13 Januari 2016 
         Wakil Ketua Komisi II DPR RI 

 

ttd 

            Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA 
         A-345 

 

 

 

 

 

  

 


